. Ulet dan tahan uji.-
'---Peka dan ingin tahu Y
BN _Dapat menjawab. pertany__ an
.;Wakil dari Pemermrah

..Ramah dan Sopain.

lansjalan; - Iorong~lorong
Golongan penduduk, dan lain-lain.
Kepadatan lalu-lintas. R
—;«-ﬁ?egabat & IP:dan; orang pentmcv Dok
..~ Keadaan alam. -
i Se}arah penduduk.
-~ Adat istiadat penduduk,

: PO sar : as. yang O
. {menangkap seseorang ‘dalam hal tertanakap :angan),’ juga menoemban g
bersifat, prevemzf yang berlandaskan pada hukum tertulis dan tidak terfu
i éyenuf dxbenkan gans-gams pengarahannya da}am
baga1 ketentuan perundéng

: : 1sa51_Kepohslan d1 negara—negara yang telah
terletak d1 puncak Satuan patroli polisi yang berseragarn Sehmgga ne
lah maju selalu, berusaha mengembanwkan smtem da

1 gas patmh poim dlbekais dengan k ma
puan umum dan kemampuan "khusus sesuai dengan daerah tug
masing-masing, . y . o
Para ahh di iuar hngkungan Kepai;smn’lekah menyumbangkan pemxk;mm
nva dcngan latar belakang disiplin [lmu Pengetahuan yang dia mllz}d 3 <
kemaguan tugas- mgas pohs; B

'37. Pairoli.; -







_'. pemavaan dahm masyaraka[ terhadap Iembapa keadlian yam seharuén.
cipta. daiam suaiu smum nagam huokum. .

gar.:n h: P.em.eri’nz_gx_ll .{Pe;}j e_}as;

- kenada Keki_asaan ke aaklman adaiah {erhadzm parbuatan '
2R aagan gang uan, n,i%gam’%;a o, tersel enggaraﬁya su
' '.peraciﬂan neE: i
siTernyaia, mumang d;dalam praktek mes};zpun ela adq su&n, Deratur any
.-tentang kekuasaan kehakiman, .masih; saja terjadi pmbuata?} yanfv manmap’ S
sebagal Iantang‘m gangguan, ancaman serta, hambai*‘m d'msztatu kebe‘t asan.’

chakdm, et

Gagdscm untuk membemuk Unddng—Lnddm Conrempz of Cout luirLls o

~delasruenglingkup dari pada kepemmgan yang. harus d;lmdungz ‘dan i men_ 1
hemar, Kaml kepemm%n hul\um yang hafus cilhnmm&l adalah terselenﬂgc :







_4<FUndang’-taﬁdahg No. £3 tahiun 1963
Lakan bahwa baai ‘Hakini' Mahkamiah Agung hanya dapat dltano_ ap _
itanidty “digeledah-bar amnya atas permtah }aksa Agun«T Seteiah-_”_ B
i dap persetujlian dam Presiden. < ; '
; aruran diatas menyanckut Negeri maupun Pengadﬂan Tingei,
hingga apabilateriadi suaiu tindak pIdana yang dilakukan oleh secrang hakx
meskipun dalam rangka meiai{saﬂakan fhgasnya, masiiada umpama"sya _
orang hakim’ yang menerima suap. Bahkan ‘menurut KUHP, bagi seorangf q
hakim vang menerima snap ancaman p1ciananya leblh nnngi dan pada pe“ abat
lain yang ‘melakikan ‘perbuatan yan sama; ¥
Bahkan punyuapan hakim, baik bagi mereka Yang menyuap maupun*-
hakim vang disnaptelah ‘diklasifikasikan sebagai‘suatu perbuatan’ kornpsx 01
dartidak'lagi mengikuti’ ancaman p;cﬁana berdasar’ KUHP akan tetapi lebifii .
berat lagi, vakni menglkutx ancaman pidana sepérii vang diatur dalamff :
Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Komps; - fo
Kesimpulan kami disini yakni kebébasan hakim ‘tidak mutiak mas;hf‘--
dapat dimintakan pertanggungan jawab pidana mesklpun sekah 1ag1 t:dak o
menump kemungkman suatii. prosedu;e yang khusus. -
“Kebebasan™ hakim ' “yvang harus- dlhndungl adaiah xebebasan daiam
melaksanakan kewajibannya dalam penyelenggaraan peradilan‘sesuai dengan’-
kekuasaan vang tefah diberikan oleh undang-undang, dani Undang-undang' -
No'14 tahun 1970 1élah memberikan: pquaturanﬂy*a meskmun mas;h harus
diadakan suatu’ perinéiar lebik lanjur; ERES : '
Yang menjadi masalah nantinya adalah berkxsar pada penafsxran undang
undang yang dilakukan oleh seorang hakim karena pada akhirnya penafsirani
hakim mempunyai pengaruh vang besar dalam kehidupan penegakan hukum,”
dan tentu saja semua orang akan puas demikian sdja terhadap suatu penaf—
siran hakim.
Akan tetapi kata akhir mémarnig ada’ ‘difangan hak:m dan pada ak‘ur-
nya suatu penafsiranya hakim akan diperhatzkan dalam perkembanﬂan serta
pe}aksaﬁaan hz.}cnm “Dan {hs;mlah unsur Hakim Agung meinegang peranan
yang amat penting,; ‘dithana Mahkamah ‘Agung harus mengamati ‘semuai







L COUTE, 5o i i v :
iry; forgery-and-alteration of records; o0 n e

es

ses; <o

ucting officers of couirti = & T el L e
nduct liable to préjudice the fair trial or conduct of pending or immin

Procedings; . o ' IR

- 6¢Publications, WIfiich prejudidgefissués in' pending procesings - -

Dengan melihat perbandingan diatas; menurut Hemat kami, perlukirs
ayakita: membuar reklasifikasi dari perbuatan-perbuatan yang selaima
sudah terdapar dalam KUHP schingga kita mengetakui dengan cepat termasuk’:.
~ * dalam golongan apa suaiu perbuatan yangdilarang dan'diancam pidana’eleh = -

undang-undang Hukum pidana. o t Sl e
“#* Sebagai contoh,-perbuatan penyuapan hakim {pasal 210 KUHP) %ang
semula‘ada dibawah bab VIII féntang kejatiatan Terhadap Kekuasaan Umtim -
sckarang merupakan tindak pidana Korupsi seperti vang diatur dalam pesal’
Tayar (1) sub ¢ dari Undang-undang No: 3 tahun 1971 Menurat hematkami,
perbuat: it penyuapan hakim'adalah tidak sesuai ‘apabila dikatakan sebagais
perbuatankarupsi; karena'perbuatan korupsi adalah: suatu perbuatan vany’
tergolong kejahatan ‘iértiadap: keuangan negara; dan/ atauPerekonomian’
Negara, sedangkan penyuapan hakim lebik'di arahkan untuk memihaknya
seorang hakim dalam memutus suatu perkara, dan sama sekali tidak"bap-
hubuingan dengan keuangan serta perekonomian negara; oo
+Sebaiknya perbuatan kortipsi adalah termasik suatu Kejahatanterhadap
Kenangdn Negara atau PerekonomianNegara dan‘tercakup didalamnya ada:
lah*perbuatan ‘yang sekarang diatur dalam Undang-undang: tindak pida
Ekdf}biﬁi,-tiadak’pidanaifiskai; tihdak pidana perbankan dan'sebangsanya.
““Jadipadd hakeKatnya delil “terhadap kevangan ‘Negara' atau/per- -
ekonimiannegara adalah termasuk delik terhadap harta benda, hanya saja
dalam halini harta benda'milik negara, disamping ada delix terhadap harta’
benda’ milik: perseorangan, seperti ‘pencurian; penggelapan dan penipuan. |
“Dilakukan ‘reklasifikési  terutama. uniuk © menempatkan kelompoks
kelompok delik “dalam’ suaty- klasifikasi-yang sesuai ‘déngan- kepentingan’
ki ‘yang'akan dilindunginya, dan dengan’ demikian erat hubungannya’
dengan sanksi yang diancamkannva.







manyz:rahk&n ﬂe@&d& hakzrn &pa yaqg ulEﬁdkSﬁd dengan sﬁ{ai} ndak

. '_"_nya nama ‘pengadilan; “téniu sajs denda’ a&paz merupakan ancaman
Bt f;}eiangga; undang-undang conteempt of.conrt. : 2

.o Perlu disini disinggung bahwa sanksi dapat berupa sanks; pzdana atan

: sanir;sx non mdana yakni sanksi adminisiratif dan sanksi perdata. Akan tetag}a'-'-" o

: .apabaia contempt of court sudah dimasiukkan dalam ruang hukum pidana}f- .
tentunya sanksi tefsebui adalah sankm pidana.

1_...
. -"umiamg contempt of court atau belum, karena selama ini telah tersedia

-hakgm aa‘a iemu sa;a éaiam hai «:edsmzkjaﬂ susy@ktmt&s hakzm

Kaiau dlhubungkaa denoan {ercemarnya seorang hakvm “atau teruema;-

: _'Egesxmguﬁan -

Bakan mempakan persoalan apakah sudah waktonya dilahirkan undangQ

" sejumlah pasal tentang ganggnan penyelenggaraan peradilan, mesmpuﬁ_

tersebar di dalam KUHP, dan mungkin kurang lengkap.

. Apabxia periu diadakan undang-undang contempt of court éeyogiyanya .
-merupakaﬂ salah satu bab didalam KUHP, dan dilakukan reklasifikasi dari =
peraturan yang ada sekarang.

. Perlu ditegaskan apa yang harus dilindungi dengan undang-undang ter-

sebut, dan texhadaw perbuatan apa perlmdunﬂarx itu diadakan.

. Membenkan perumusan terhadap vnsur-unsur coniempt of court, hams—_w;.:,.. B
lah sedemikian rupa menyesuaikan sifat dari hukum pidana, yakai jelas .

dan Hmitatif.

. Memberikan ancaman sanksi dalam undang-undang contempt of court

haruslah diperhatikan efektivitasnya sehingga sesuai dengan perlindungan

yang diberikan oleh undang-undang tersebut.







